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Menimbang :

Mengingat :

PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA.KERJA DINAS
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa daiam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2001 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
sehingga perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi perlu dilakukan penataan dan
penyesuaian kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, maka
peru membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan
Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi
Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di
ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PROVINSI SULAWESI
TENGGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2;
3.
4

oo

10.
. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Sulawesi

12.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan ;

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah
Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu ;

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas Sekretariat
Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Dinas Provinsi dan Lembaga Teknis Daerah;

Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;

Tenggara ;
Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara.
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BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja dinas Provinsi Sulawesi Tenggara
yang terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Dinas Sosial; :
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
9. Dinas Pertanian;
10. Dinas Perkebunan dan Hortikultura;
11. Dinas Kehutanan;
12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
13.. Dinas Kelautan dan Perikanan;
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
16. Dinas Pendapatan dan Asset Daerah.

~

) Bagan Susunan Organisasi Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | s/d XVI Peraturan Daerah ini;

(3)  Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB Il

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI DINAS PROVINSI

Pasal 3
(1)  Dinas adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah provinsi yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah ;

(2) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b pengelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
C. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
Kepala Dinas ;

Sekretariat ;

Bidang-Bidang ;

Sub Bagian, Seksi-Seksi ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Seksi.
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :
Kepala Dinas ;
Sekretariat;

Bidang Pendidikan Dasar,

Bidang Pendidikan Menengah, Tinggi dan PK/PLK

Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal;

Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 7

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kehumasan;
b. Sub Bagian Perencanaan,;
. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan.
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 8

(1) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Taman Kanak-Kanak;
b. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
c. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pendidikan Dasar.
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Pasal 9

(1) Bidang Pendidikan Menengah, Tinggi dan PK/PLK terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
c. Seksi Pembinaan Pendidikan Tinggi dan Pembinaan PK/PLK.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pendidikan Menengah, Tinggi dan PK/PLK.

Pasal 10

(1) Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan PAUD;
b.  Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan;
c.  Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal.

Pasal 11
(1) Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan terdiri dari :
a.  Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik Pendidikan Formal;
b.  Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Formal;
c.  Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 12
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
Kepala Dinas ;
Sekretariat;

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan;

Bidang Bina Penunjang Medis, Sarana dan Peralatan Kesehatan;
Bidang Bina Manajemen dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Ta@ e a0 ow

(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 13
(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b.  Sub Bagian Tata Usaha;
c.  Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.
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Pasal 14

(1)  Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
a. Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Dasar;
b. Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus;
c. Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gizi Masyarakat.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 15

(1)  Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri dari :
a. Seksi Bimdal Pengendalian Pemberantasan Penyakit;
b. Seksi Bimdal Masalah Wabah dan Bencana;
c. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan. .
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan.

Pasal 16

(1)  Bidang Bina Penunjang Medis, Sarana dan Peralatan Kesehatan terdiri dari :
a. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan;
b. Seksi Bimdal Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat;
c. Seksi Bimdal Kefarmasian dan Penunjang Medik.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Bina Penunjang Medis, Sarana dan Peralatan Kesehatan.

Pasal 17

(1)  Bidang Bina Manajemen dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan terdiri dari :
a. Seksi Bimdal Pengembangan Manajemen dan Data Informasi;
b. Seksi Bimdal Pengembangan Tenaga Kesehatan dan Diklat;
c. Seksi Bimdal Pengembangan Jaminan Kesehatan.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Bina Manajemen dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.

Bagian Ketiga

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 18
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
Kepala Dinas ;
Sekretariat,
Bidang Perhubungan Darat;
Bidang Perhubungan Laut,

Bidang Perhubungan Udara;

Bidang Pengembangan Sistem;
Bidang Komunikasi dan Informatika;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas ;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
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Pasal 19

(1)  Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Keuangan;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c.  Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Hukum.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 20

(1)  Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
a. Seksi Lalu Lintas;
b.  Seksi Angkutan;
c. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana dan Prasarana.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 21

(1)  Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
a.  Seksi Angkutan Laut;
b. Seksi Kepelabuhanan;
c.  Seksi Keselamatan Pelayaran.

(2) Sexsi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Perhubungan Laut.

Pasal 22

(1)  Bidang Perhubungan Udara terdiri dari :
a.  Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan;
b.  Seksi Kebandar Udaraan;
c. Seksi Kelayakan Fasilitas Udara dan Mekanikal Elektrikal.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Perhubungan Udara.

Pasal 23

(1)  Bidang Pengembangan Sistem terdiri dari :
a. Seksi Penelitian dan Hubungan Antar Lembaga;
b. Seksi Pengembangan Sistem, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Seksi Bina Pentarifan dan Analisis Biaya Transportasi.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pengembangan Sistem.

Pasal 24

(2)  Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
a. Seksi Pos;
b. Seksi Telekomunikasi ;
c. Seksi Teknologi dan Informatika.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Komunikasi dan Informatika.
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Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :
Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Perencanaan ;

Bidang Pengairan ;

Bidang Bina Marga ;

Bidang Cipta Karya;

Bidang Perumahan ;

Bidang Tata Ruang ;

Bidang Bina Jasa Konstruksi ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2)  Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b.  Sub Bagian Keuangan;
c.  Sub Bagian Kepegawaian.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 27

(1) Bidang Perencanaan terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Umum;
b.  Seksi Perencanaan Teknis;
c.  Seksi Evaluasi dan Pemantauan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Perencanaan.

Pasal 28

(1) Bidang Pengairan terdiri dari :
a. Seksi Sungai, Danau dan Waduk;
b.  Seksi Irigasi dan Air Tanah;
c.  Seksi Rawa dan Pantai.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pengairan.

Pasal 29

(1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan Jalan;
b.  Seksi Pembangunan Jembatan;
c.  Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
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Bidang Bina Marga.
Pasal 30

(1) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
a. Seksi Air Minum;
b. Seksi Air Limbah, Drainase dan Persampahan;
c. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Cipta Karya.

Pasal 31

(1) Bidang Perumahan terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Perumahan;
b. Seksi Pembangunan Perumahan,
c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Perumahan.

Pasal 32

(1) Bidang Tata Ruang terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b. Seksi Pemanfaatan Ruang;
c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Tata Ruang.

Pasal 33

(1) Bidang Bina Jasa Konstruksi terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Jakon;
b. Seksi Pengembangan Teknologi dan Informasi,
c. Seksi Pengawasan.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Bina Jasa Konstruksi.

Bagian Kelima

Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

Pasal 34
(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas :
Kepala Dinas;
Sekretariat,

Bidang Koperasi;

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;

Bidang Pengembangan SDM dan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

T o a0 oo

(2)  Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas;



(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 35

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Kepegawaian;
b.  Sub Bagian Progam dan Keuangan;
. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 36

(1) - Bidang Koperasi terdiri dari :
a. Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi;
b. Seksi Usaha Koperasi;
c.  Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi.

(2)  Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 37

(1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
a.  Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha;
b.  Seksi Pengembangan Informagi, Data dan Publikasi Usaha;
c.  Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 38

(1) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari :
a.  Seksi Pembiayaan Koperasi, UMKM dan Usaha Simpan Pinjam;
b.  Seksi Pengendalian Pembiayaan;
c.  Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Pasal 39

(1) Bidang Pengembangan SDM, Sistem Usaha Koperasi dan UMKM terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM;
b.  Seksi Advokasi Koperasi dan UMKM;
c.  Seksi Pengembangan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pengembangan SDM, Sistem Usaha Koperasi dan UMKM.
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Bagian Keenam
Dinas Sosial
Pasal 40

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
a.Kepala Dinas ;
b. Sekretariat,
c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
d.Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
e. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial,
f. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab ](epada
Kepala Dinas;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 41

(1)  Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Perencanaan Program.
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 42

(1) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
a.  Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
b.  Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
c.  SeksiBantuan Sosial Korban Bencana Alam.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

Pasal 43

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat terdiri dari :
a.  Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
b.  Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
c.  Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat.

Pasal 44

(1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial terdiri dari
a. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Karang Taruna;
b.  Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesos Masyarakat dan Kemitraan;
c.  Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.



(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.

Pasal 45

(1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
a.  Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza;
b.  Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
c.  Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penempatan dan Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja;
d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
e. Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
. Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi;
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah.

Pasal 47

(1)  Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Kepegawaian;
b.  Sub Bagian Keuangan dan Program;
c.  Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 48

(1) Bidang Penempatan dan Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja  terdiri dari :
a. Seksi Penempatan, Pengembangan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing;
b.  Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
c.  Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Pemagangan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Penempatan dan Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja.

Pasal 49

(1)  Bidang Hubungar Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
a. Seksi Kelembagaan dan Hubungan Industrial;
b. Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek;
c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 50
(1)  Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi terdiri dari :
a. Seksi Penyediaan Areal;
b. Seksi Pembangunan Permukiman;
c. Seksi Penempatan dan Kemitraan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi.

Pasal 51
(1)  Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Usaha;
b. Seksi Sosial Budaya;
c. Seksi Pengembangan Sarana, Prasarana dan Penyerasian Lingkungan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi.

Bagian Kedelapan

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pasal 52
W) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :
Kepala Dinas;
Sekretariat;

Bidang Kepemudaan ;

Bidang Keolahragaan;

Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas;
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(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 53

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Humas;
b. Sub Bagian Perencanaan;
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan. _
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.
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Pasal 54

(1) Bidang Kepemudaan terdiri dari :
a. Seksi Anak dan Remaja;
b. Seksi Produktifitas Kepemudaan;
c. Seksi Lembaga Kepemudaan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Kepemudaan.

Pasal 55

(1) Bidang Keolahragaan terdiri dari
a. Seksi Olah Raga Pelajar dan Mahasiswa;
b. Seksi Olah Raga Masyarakat;
c. Seksi Pembinaan Prestasi dan Organisasi Olah Raga.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Keolahragaan.

Pasal 56

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
a.  Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga;
b. Seksi Pengendalian dan Perawatan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian
Pasal 57

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :
Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Pengelolaan Lahan dan Air;

Bidang Produksi Tanaman Pangan;

Bidang Peternakan;

Bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2)  Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
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Pasal 58

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
¢. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2)  Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 59

(1)  Bidang Pengelolaan Lahan dan Air terdiri dari :
a. Seksi Perluasan Areal
b. Seksi Pengelolaan Lahan;
c. Seksi Pengelolaan Air.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pengelolaan Lahan dan Air.

Pasal 60

(1)  Bidang Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :
a.  Seksi Produksi Tanaman Serealia;
b. Seksi Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian;
c. Seksi Sarana Produksi dan Teknologi.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Produksi Tanaman Pangan.

Pasal 61

(1)  Bidang Peternakan terdiri dari :
a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet,
b. Seksi Budidaya Ternak Ruminansia;
c. Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Peternakan.

Pasal 62

(1)  Bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran terdiri dari :
a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
b. Seksi Usaha Jaminan Muty;
c.  Seksi Promosi dan Pemasaran.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran .

Bagian Kesepuluh
Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Pasal 63
(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura terdiri atas :
a. Kepala Dinas ;
b.  Sekretariat;

¢.  Bidang Pengelolaan Lahan dan Air;
d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil,
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e. Bidang Produksi Perkebunan;

f.  Bidang Hortikultura;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
h.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 64

(1) Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.  Sub Bagian Keuangan;
c.  Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Statistik.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 65

(1) Bidang Pengelolaan Lahan dan Air terdiri dari :
a. Seksi Perluasan dan Pengolahan Lahan;
b.  Seksi Sarana dan Infrastruktur;
c. Seksi Pengelolaan Kelestarian Lingkungan dan Air.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air.

Pasal 66

(1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :
a.  Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Lingkungan Hidup;
b.  Seksi Mutu dan Standarisasi Produk;
c.  Seksi Analisis Informasi Pasar, Promosi, Pemasaran Domestik dan Internasional.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Pasal 67
(1) Bidang Produksi Perkebunan terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan dan Budidaya Tanaman Perkebunan;
b.  Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi;
c.  Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Produksi Perkebunan.

Pasal 68
(1) Bidang Hortikultura terdiri dari :

a.  Seksi Tanaman Buah dan Hias;
b.  Seksi Sayuran dan Biofarmaka;
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c.  Seksi Perbenihan, Sarana dan Perlindungan Hortikultura.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Hortikultura.

Bagian Kesebelas

Dinas Kehutanan

Pasal 69
(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas :
Kepala Dinas ;
Sekretariat;

Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
Bidang Bina Produksi Kehutanan,;

Bidang Perlindungan Hutan;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
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Kepala Dinas;
(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
Pasal 70

(1) Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.  Sub Bagian Perencanaan,;
. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 71

(1) Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari :
a.  Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
b.  Seksi Pengelolaan dan Pengendalian;
c.  Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

Pasal 72

(1) Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial terdiri dari :
a.  Seksi Persemaian, Rehabilitasi Hutan dan Lahan:;
b.  Seksi Perhutanan Sosial;
c.  Seksi Aneka Guna Hutan dan Lahan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.



Pasal 73

(1) Bidang Bina Produksi Kehutanan terdiri dari :
a. Seksi Pemanfaatan Hutan;
b.  Seksi luran Kehutanan;
c.  Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Bina Produksi Kehutanan.

Pasal 74

(1)  Bidang Perlindungan Hutan terdiri dari :
a. Seksi Pengamanan Hutan;
b.  Seksi Konservasi Hutan;
c.  Seksi Penyuluhan dan Perundang-Undangan.
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perlindungan Hutan.
Bagian Keduabelas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 75
(1)  Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :
a. KepalaDinas;
b. Sekretariat ;
c. Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah ;
d. Bidang Geologi ;
e. Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru ;
i.  Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
h.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 76

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Keuangan dan Program;
b. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 77

(1) Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah terdiri dari
a. Seksi Bahan Galian Mineral ;
b.  Seksi Panas Bumi dan Batubara ;
c.  Seksi Air Tanah. )
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah.
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Pasal 78

(1)  Bidang Geologi terdiri dari :
a. Seksi Inventarisasi Geologi ;
b. SeksiGeologi Tata Wilayah dan Lingkungan ;
c. Seksi Data dan Informasi Geologi.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Geologi.

Pasal 79

(1)  Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru terdiri dari :
a. Seksi Minyak dan Gas Bumi ;
b. Seksi Ketenagalistrikan;
c. Seksi Pemanfaatan Energi Baru.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru.

Pasal 80

(1)  Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pengembangan Potensi ESDM;
c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 81
(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
Kepala Dinas ;
Sekretariat;
Bidang Perikanan Tangkap,
Bidang Perikanan Budidaya;

Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP;
Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2)  Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 82
(1) Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
b. Sub Bagian Program dan Data Statistik;
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
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kepada Sekretaris.

Pasal 83

(1)  Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
a.  Seksi Sumber Daya lkan, Teknologi dan Pelayanan Usaha;
b.  Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan lkan;
c.  Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 84

(1)  Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
a.  Seksi Teknologi dan Pelayanan Usaha Budidaya;
b.  Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan lkan;
c.  Seksi Perbenihan Kesehatan lkan dan Perlindungan Kawasan Budidaya.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 85

(1)  Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP terdiri dari :
a.  Seksi Penanganan Pelanggaran;
b. Seksi Pemberdayaan Pengawas Perikanan;
c. Seksi Sarana Prasarana Pengawasan.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP.

Pasal 86

(1)  Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
b.  Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan KP3K;
c.  Seksi Konservasi dan Rehabilitasi.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Keempatbelas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 87

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
a. KepalaDinas ;
b. Sekretariat;
c. Bidang Industri Kecil;
d. Bidang Industri Menengah dan Besar;
e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
f.  Bidang Perdagangan Luar Negeri;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
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Kepala Dinas.
Pasal 88

(1)  Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 89

(1)  Bidang Industri Kegil terdiri dari
~a Seksi Industri Pangan dan Sandang;
b.  Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
¢.  Seksi Industri Logam, Elektronika dan Kerajinan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Industri Kecil.

Pasal 90

(1)  Bidang Industri Menengah dan Besar terdiri dari :
a. Seksi Industri Argo Kimia;
b. Seksi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka;
c. Seksi Industri Alat Transportasi dan Teiematika.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Industri Menengah dan Besar.

Pasal 91

(1)  Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :
a.  Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi;
b.  Seksi Usaha Dagang dan Perlindungan Konsumen;
c.  Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
(2)  Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 92

(1)  Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari :
a.  Seksi Pengembangan Ekspor;
b.  Seksi Pembinaan Impor;
c.  Seksi Promosi dan Kerjasama.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Perdagangan Luar Negeri.



Bagian Kelimabelas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 93
(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :
Kepala Dinas ;
Sekretariat;

Bidang Budaya Seni dan Film;

Bidang Sejarah, Purbakala dan Peninggalan Bawah Air;
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;

Bidang Pemasaran;

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
~Kepala Dinas;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 94

(1) Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b.  Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
¢.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 95

(1) Bidang Budaya Seni dan Film terdiri dari :
a.  Seksi Nilai Budaya;
b.  Seksi Nilai Tradisional;
c.  Seksi Perfilman.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Budaya Seni dan Film.

Pasal 96

(1) Bidang Sejarah, Purbakala dan Peninggalan Bawah Air terdiri dari :
a. Seksi Sejarah;
b.  Seksi Purbakala dan Peninggalan Bawah Air;
c.  Seksi Museum
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Sejarah, Purbakala dan Peninggalan Bawah Air.

Pasal 97

(1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari :
a.  Seksi Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata;
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata;
c.  Seksi Standarisasi Pariwisata.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.
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Pasal 98

(1) Bidang Pemasaran terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Pasar;
b.  Seksi Promosi;
c. Seksi Sarana Promosi.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemasaran.

Bagian Keenambelas
Dinas Pendapatan dan Asset Daerah
Pasal 99

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah terdiri atas :
Kepala Dinas ;

Sekretariat;

Bidang Program;

Bidang Pajak;

Bidang Retribusi;

Bigang Pendapatan Lain-Lain;

Bidang Pemanfaatan Asset;

Bidang Verifikasi dan Pengawasan,;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 100

(1) Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
b.  Sub Bagian Perlengkapan;
c.  Sub Bagian Umum.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 101

(1) Bidang Program terdiri dari :
a.  Seksi Penyusunan Program;
b.  Seksi Informasi Hukum dan Perundang-Undangan;
c.  Seksi Pengkajian Peningkatan Pendapatan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Program.

Pasal 102

(1) Bidang Pajak terdiri dari :
a.  Seksi Pendataan Penetapan;
b.  Seksi Penagihan dan Pelaporan;
c.  Seksi Pertimbangan dan Keberatan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pajak.



Pasal 103
(1) Bidang Retribusi terdiri dari :
a.  Seksi Penetapan dan Penagihan;
b.  Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
c.  Seksi Pendataan dan Pengendalian.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Retribusi.

Pasal 104

(1) Bidang Pendanatan Lain-lain dari :
a.  Seksi Pendapataan, Pembukuan dan Pelaporan ;
b.  Seksi Sumbangan dan Perizinan;
c.  Seksi Penerimaan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pendapatan lain-lain.

Pasal 105

(1) Bidang Pemanfaatan Asset terdiri dari :
a.  Seksi Pengguna Usahaan ;
b.  Seksi Pemeliharaan;
c.  Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pemanfaatan asset.

Pasal 106

(1) Bidang Verifikasi dan Pengawasan terdiri dari
a.  Seksi Evaluasi dan Verifikasi;
b.  Seksi Pengawasan Keuangan,Materil dan Personil;
c.  Seksi Pembinaan Tehnis Administrasi dan Pemutahiran Data;
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Verifikasi dan Pengawasan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 107

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai
dengan keahlian.

Pasal 108

(1)  Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; »

(2)  Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubemur;

(3)  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja;

(4)  Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5)  Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional kewenangan provinsi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dapat dibentuk UPTD Provinsi.

Pasal 110
Untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah dan urusan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang masih ditangani provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dapat membentuk UPTD pada kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/kota.

Pasal 111
Pembentukan, jenis, penjabaran tugas, fungsi dan susunan organisasi UPTD Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIl
TATA KERJA

Pasal 112

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib

menerarkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta dengan instansi lain diluar



Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intemal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan
tugas pokok masing-masing;

(3) Setiap pemimpin satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan
pengawasan melekat.
Pasal 113

Kepala Unit Kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperukan sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 114
Kepala Unit Kerja bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pe!aksanaan tugas bawahannya.

Pasal 115

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib. mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat
pada waktunya.

Pasal 116
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai
bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
Pasal 117
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas, kepala Unit Kerja dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan

ualam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 119

(1) Dalam hal Kepala Unit Kerja berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Unit kerja sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku;

(2)  Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Unit Kerja dapat menunjuk Kepala
Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Unit.
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Pasal 120

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah
Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

BAB Vil

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 121

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas-Dinas
Provinsi, berpedoman pada peraturan perundargan-undangan yang berlaku ;

) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Sekretaris Daerah;

) Kepala Dinas Provinsi adalah eselon Il.a;

) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Dinas Provinsi adalah eselon Ill.a;

) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Provinsi adalah eselon 1V.a;

) Pejabat Eselon [ll dan IV dilingkungan Dinas Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas
usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Dagerah;

7) Formasi dan persyaratan jabatan Dinas Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubemur, sesuai

pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 122

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Gubemur;

(2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai
ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;

(3) Dalam hal pengembangan Organisasi Dinas Provinsi jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang
tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.

Pasal 123

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2001
dinyatakan tidak berlaku.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di  Kendar
pada tanggal 28 Juli 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H.NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2008 NOMOR : 4

LAMPIRAN |

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR  : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JULI 2008

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
r SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL I 1
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
p
KEHUMASAN ERENCANAAN | | 0AN KEUANGAN
[ | | 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDIDIK. MENENCAH, PNF DAN PENINGK. MUTU PENDID.
PENDIDIKANDASAR TINGGI & PKIPLK INFORMAL & TENAGA KEPENDIDIKAN
1 | I ]
SEKS] SEKSI SEKSI SEKS]
PEMBINAAN " PEMBINAAN SEKOLAH PEMBINAAN PEMBINAAN TENAGA
TAMAN KANAK-KANAK MENENGAH ATAS PAUD PENDIDIK PENDIDIKAN
FORMAL
SEKS] SEKS] SEKS] SEKSI
PEMBINAAN " PEMBINAAN SEKOLAH PEMBINAAN PENDIDIKAN PEMBINAAN TENAGA
SEKOLAH DASAR MENENGAH KEJURUAN KESETARAAN KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN FORMAL
SEKS] SEKS] SEKSI SEKS!
" PEMBINAAN SEKOLAH PEMBINAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN| | PEMBINAAN PENDIDIK &
MENENGAH PERTAMA PENDIDIKAN TINGGI MASYARAKAT TENAGA KEPENDIDIKAN
& PEMBINAAN PKIPLK NON FORMAL

UPTD

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM



LAMPIRAN Il

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR  : 4 TAHUN 2008
TANGGAL _: 28 JULI 2008
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA

LAMPIRAN Il

BAGAN

NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES| TENGGARA
4 TAHUN 2008
28 JULI 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI AN INFORMATIKA

: SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL I b ,
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
PENYUSUNAN KEUANGAN DAN
PROGRAM TATAUSAHA | bER| ENGKAPAN
[ [ I ]
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BINA PELAYANAN BINA PENGENDALIAN BINA PENUNJANG MEDIS, | |  BINA MANAJEMEN DAN
KESEHATAN MASALAH KESEHATAN SARANA DAN PERALATAN| | PENGEMB. SUMBERDAYA
MASYARAKAT KESEHATAN KESEHATAN
] ] ] T
SEKS! SEKS] SEKS! SEKSI
BIMDAL PELAYANAN | [ BIMDAL PENGENDALIAN BIMDAL SARANA BIMDAL PENGEMS.
KESEHATAN DASAR PEMBERANTASAN DAN PERALATAN MANAJEMEN DAN
PENYAKIT KESEHATAN DATA INFORMAS!
SEKS] SEKS! SEKSI SEKS!

BIMDAL PELAYANAN BIMDAL BIMDAL PROMOS! BIMDAL PENGEMS.
KESEHATAN RUJUKAN MASALAH WABAH DAN KESEHATAN DAN PERAN TENAGA KESEHATAN
DAN KHUSUS BENCANA SERTA MASYARAKAT DAN DIKLAT
SEKSI SEKS] SEKS! SEKSI

BIMDAL PELAYANAN BIMDAL KESEHATAN " BIMDAL KEFARMASIAN BIMDAL
KESEHATAN KOMUNITAS LINGKUNGAN DAN PENUNJANG PENGEMBANGAN
DAN GIZI MASYARAKAT MEDIK JAMINAN KESEHATAN

UPTD

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H NUR ALAM

"N
88}

KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN l
FUNGSIONAL . 1
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
UMUM,
KEUANGAN || KEPEGAWAIAN || PERLENGKAPAN
DAN HUKUM
[ | | I 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN PENGEMBANGAN KOMUNIKAS! DAN
DARAT LAUT UDARA SISTEM INFORMATIKA
] ] ] ] T
SEKSI SEKS] SEKSI SEKSI SEKSI
i | peNELTIAN & HUB. | |
LALULINTAS ANGKUTAN LAUT | || ANCKUTAN UDARA POS
—— ANTAR LEMBAGA
SEKSI SEKS] SEKS] SEKSI SEKS]
i | PENGEMBANGAN | |
ANGKUTAN kepELABUHANAN | | [ JkesanDaRUDARAAN || sisTEM, EvALUAS! TELEKOMUNIKAS!
& PELAPORAN
SEKS! SEKSI SEKS] SEKS] i SEKSI
| keseLavarans | U kesecamatan KELAY. FASILITAS | L BINA PENTARIFAN TEKNOLOGI DAN
TEKNIK SARANA DELAYARAN UDARA & MEKANIKAL | & ANALISIS BIAYA INFORMATIKA
PRASARANA ELEKTRIKAL TRANSPORTASI

UPTD

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM




LAMPIRAN IV :  PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR  : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JULI 2008

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
SEKRETARIAT
|
KELOMPOK JABATAN — 1 1
FUNGSIONAL SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
UMUM DAN
pEmL Ennon || KEUANGAN KEPEGAWAIAN
[ | [ I | | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN || PENGARAN || BINAMARGA CPTAKARYA || PERUMAHAN || TATARUANG BINA JASA
KONSTRUKS!
SEKS! SEKS! SEKS! SEKS! SEKS! SEKSI SEKS!
L perencanaan] Hounoan oanau Hpemsancunan] | H - armivum | H Pemeinaan | H perencanasn | PemBinaan
UMUM DAN WADUK JALAN KELEMBAGAAN| || TATARUANG | | | KELEMBAGAAN
PERUMAHAN JAKON
SEKSI SEKSI SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
 perencanaan| H - Ricasioan: | Heemsancunan] | H arumsan, | Hpemsancunan| H pemanFaatan |H  PENGEMS.
TEKNIS AIR TANAH JEMBATAN DRAINASE DANY || PERUMAHAN RUANG TEKNOLOGI &
PERSAMPAHAN INFORMASI
SEKS! SEKS! SEKS! L SEKS! L SEKSI L SEKSI SEKS!
U evawuasioan | U rawapan | Upemeumaraan] | Y penataan pencems. | U penGENDALIAN | U Lo
PEMANTAUAN PANTAI JALAN DAN BANGUNAN & KAWASAN | | PEMANFAATAN
JEMBATAN LINGKUNGAN | | PERMUKIMAN RUANG

UPTD

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

LAMPIRAN YV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR  : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JULI 2008

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN [
FUNGSIONAL | 1 1
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
PROGRAM DAN UMUM DAN
KEPECAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN
[ | | i
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KOPERAS USAHA MIKRO, KECIL DAN FASILITAS! PEMBIAYAAN PENg:?SQTJ%iﬁEDM’
MENENGAH
DAN SIMPAN PINJAM KOPERAD Dt s
] T T ]
SEKSI SEKSI SEKS/ SEKS!
1 keLemsacaanDAN | H | i
PENGEMB KEMITRAAN PEMBIAYAAN KOPERASI, PENGEMBANGAN SDM
KETATALAKSANAAN SN UMKM DAN USAHA Kbt
KOPERASI SIMPAN PINJAM RASIDAN UMKM
SEKSI SEKSI SEKS SEKS!
PENGEMBANGAN
Il USAHA KOPERASI Il INFORMASI, DATA DAN 1 P’E)RETDA“AN [l ADVOKASIKOPERAS)
PUBLIKAS! USAHA AYAAN DANUMIH
| SEKSI SEKSI SEKSI SEKS!
PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN U PENGEMBANGAN
JARINGAN USAHA KEWIRAUSAHAAN DAN PEN'SLI’:/}’F‘,;’NK‘E%J%ATAN SISTEM USAHA
KOPERASI PEMASARAN " KOPERASI DAN UMKM

UPTD

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H NUR ALAM

N
n



LAMPIRAN VI
NOMOR

TANGGAL _: 28 JULl 2008

. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
4 TAHUN 2008

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
[ jl SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL [ 1
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
UMUM DAN PERENCANAAN
KEUANGAN | |\ epEGAWAIAN PROGRAM
[ I | ]
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BANTUAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN PELAYANAN DAN
JAMINAN SOSIAL SOSIAL MASYARAKAT KELEMBAGAAN SOSIAL REHABILITASI
SOSIAL
R | e e T T A PRSESRSI S Z |
SEKS! SEKS! SEKS/ SEKS!
| | PELAYANAN REHSOS
JAMINAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL I Ogé%ﬁéﬁg’l‘;g‘éu " TUNA SOSIAL DAN
PENGELOLAAN KOMUNITAS ADAT s KORBAN PENYALAH-
SUMBER DANA SOSIAL TERPENCIL RUNA GUNAAN NAPZA
SEKS! SEKSI SEKSI SEKS!
H saNsosKorean | | 1| PEMBERDAYAAN i
BENSOS., KORBAN PEMBERDAYAAN TENAGA KESOS PELAYANAN REHS0S
TINDAK KEKERASAN & SOSIAL FAKIR MASYARAKAT DAN PENYANDANG
PEKERJA MIGRAN MISKIN KEMITRAAN CACAT
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
. 1 U KkepaHLAWANAN i PELAYANAN
BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN S0SI :
e ERDAYAAN SOSIAL KEPERINTISAN DAN SOSIAL ANAK
S PERAN KELUARGA KESETIAKAWANAN SOS. DAN LANJUT USIA
N—

UPTD

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H NUR ALAM

LAMPIRAN VIl PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 28 JULI 2008
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
[ ]l SEKRETARIAT I
KEL OMPOK JABATAN ;
FUNGSIONAL {
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
KEPEGAWAIAN || KEUANGAN DAN UMUM DAN
PROGRAM PERLENGKAPAN
[ [ I 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENEMPATAN & HUBUNGAN INDUSTRIAL PENYIAPAN PEMUKIMAN PEMBINAAN
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PENGAWASAN DAN PENEMPATAN MASYARAKAT
TENAGA KERJA KETENAGAKERJAAN TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI
SEKS! SEKSI SEKS! SEKS]
FENEMEATAN: PENGEME KELEMBAGAAN PENYEDIAAN AREAL PENGEMBANGAN
KESEMPATAN KERIA DAN HUBUNGAN USAHA
DAN PENGENDALIAN Mg
TENAGA KERJA ASING
SEKSI SEKSI SEKS! SEKS!
H  INFORMASIPASAR | H  SYARAT KERJA DAN ' PEMBANGUNAN i
KERJA & BURSA KERJA JAMSOSTEK PERMUKIMAN SOSIAL BUDAYA
SEKSI SEKSI | SEKS! i SEKS]
PEMBINAAN, PELATIHAN PENGAWASAN PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN KEMITRAAN SARANA PRASARANA &
DAN PEMAGANGAN PENYERASIAN LINGK.

UPTD

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM
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LAMPIRAN Vii|

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES| TENGGARA

NOMOR  : 4 TAHUN 2008

TANGGAL :_ 28JULI 2008
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPALA ,
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL .
1 -
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PER
HUMAS ENCANAAN 11 DN KEUANGAN
[
BIDANG BIDANG BIDANG
SARANA DAN PRASARANA
KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
[_ﬁ_l ] ]
SEKS/ SEKSI SEKSI
[ ANAK DAN REMAJA OLAHRAGA PELAJAR SARANA & PRASARANA
DAN MAHASISWA PEMUDA & OLAHRAGA
L]
— e
SEKSI SEKS! SEKSI
1 PRODUKTIFITAS OLAHRAGA PENGENDALIAN DAN
KEPEMUDAAN MASYARAKAT PERAWATAN
R
SEKS/ SEKS/
R U PEMBINAAN PRESTAS
i DAN ORGANISAS|
OLAHRAGA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

‘N
(%)

.

LAMPIRAN IX

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR  : 4 TAHUN 2008

TANGGAL

.28 JULI 2008

BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
l SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN [
FUNGSIONAL ! L —1
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
UMUM DAN KEUANGAN DAN || PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN || PERLENGKAPAN | [EVA. & PELAPORAN
[ | I 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN LAHAN PRODUKSI TANAMAN PENGOLAHAN HASIL
DAN AIR PANGAN PETERNAKAN DAN PEMASARAN
] 1 ] ]
SEKS/ SEKSI SEKSI SEKS!
1 PERLUASAN PRODUKS| KESEHATANHEWAN | [|  PASCA PANEN DAN
AREAL TANAMAN SEREALIA DAN KESMAVET PENGOLAHAN HASIL
SEKSI SEKSI SEKS! SEKS/
M PENGELOLAAN ], PRODUKSI TANAMAN BUDIDAYATERNAK | [ USAHA JAMINAN
LAHAN KACANG-KACANGAN DAN RUMINANSIA MUTU
UMBI-UMBIAN
SEKS! SEKSI SEKSI SEKS!
1 PENGELOLAAN 7| SARANA PRODUKSI DAN BUDIDAYATERNAK | |  PROMOSIDAN
AR TEKNOLOG! NON RUMINANSIA PEMASARAN

UPTD

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM
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LAMPIRAN X

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGGARA

NOMOR  : 4 TAHUN 2008
TANGGAL :  28JULI 2008
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN XI  : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGGARA
NOMOR  : 4 TAHUN 2008
TANGGAL 28 JULI 2008

BAGAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN

KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL 1 1 -
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
PERENCANAAN
UMUM DA
KEPE% A\?v A?AN KEUANGAN PELAPORAN
& STATISTIK
[ | | 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN PENGOLAHAN DAN PRODUKSI
LAHAN DAN AIR PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN HERTRSL TR
] 1 7 ]
SEKS! SEKS] SEKS] SEKS
PERLUASAN PENANGANAN PASCA PENGEMBANGANDAN | [|  TANAMAN BUAH DAN
PENGOLAHAN LAHAN | | |PANEN DAN PENGOLAHAN BUDIDAYA TANAMAN HIAS
LINGKUNGAN HIDUP PERKEBUNAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKS]

Ll SARANADAN 1 MUTU DAN 1| PERBENIHAN DAN | SAYURAN DAN
INFRASTRUKTUR STANDARISAS| PRODUK SARANA PRODUKSI BIOFARMAKA
SEKSI SEKSI SEKS] SEKSI

PENGELOLAAN . A';i;'i:f ';‘;g&g‘gs’ PERLINDUNGAN | PERBENIHAN, SARANA
KELESTARIAN . TANAMAN PERKEBUNAN DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DAN AIR PEMASARAN DOMESTIK HORTIKULTURA
DAN INTERNASIONAL

UPTD

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. . NUR ALAM

KEPALA
[ SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN .
FUNGSIONAL I
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
UMUM DAN KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN PERLENGKAPAN
[ I | 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
INVENTARISASI DAN REHABILITASI LAHAN DAN BINA PRODUKSI PERLINDUNGAN
TATA GUNA HUTAN PERHUTANAN SOSIAL KEHUTANAN HUTAN
1 1 1 1
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
INVENTARISASI DAN PERSEMAIAN, I
TAN PENGAMANAN HUTAN
PERPETAAN REHABILITASI HUTAN REMANEAATAN HUTA
DAN LAHAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
H  PENGELOLAAN DAN
N SOSIAL IURAN KEHUTANAN KONSERVASI HUTAN
PENGENDALIAN PERHUTANAN SOS
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
EVALUASI DAN ANEKA GUNA HUTAN PENGOLAHAN PENYULUHAN DAN
PELAPORAN DAN LAHAN DAN PEMASARAN PERUNDANG-UNDANGAN
HASIL HUTAN

UPTD l

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM




LAMPIRAN XIll : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINS| SULAWES| TENGGARA
NOMOR  : 4 TAHUN 2008 NOMOR  : 4 TAHUN 2008
TANGGAL _:28.JULI 2008 TANGGAL : 28 JULI 2008
BAGAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPALA
KEPALA
If SEKRETARIAT ]
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN 1 ! l
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN I SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
FUNGSIONAL C i ) UMUM DAN PROGRAMDAN || KEUANGAN DAN
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG. KEPEGAWAIAN || DATASTATISTIK || PERLENGKAPAN
KEUANGAN HUKUM DAN UMUM DAN
DAN PROGRAM ||  KEPEGAWAIAN | | PERLENGKAPAN [ l : .
I : : . BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN BUDI DAYA PENGAWASAN DAN KELAUTAN, PESISIR DAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PENGENDALIAN SDKP PULAU-PULAU KECIL
MINERAL, BATUBARA, — MIGAS KETENAGALISTRIK. PENGEMBANGAN & ] J ]
PANAS BUMI & AIR TANAH DAN ENERGI BARU PEMBERDAYAAN pomers pr v SEKSI
] I | I i i
SDI TEKNOLOGI DAN PE&?&S&%’% . PENANGANAN PEMBERDAYAAN
SEKSI SEKS! SEKS! SEKSI : PELAYANAN USAHA BUDIDAYA PELANGGARAN MASYARAKAT PESISIR
| BAHAN GALIANMINERAL| [|  INVENTARISASI 1 MINYAK DAN PEMBERDAYAAN
GEOLOGI GAS BUMI MASYARAKAT SEKSI SEKSI SEKS! SEKS!
1 SARANA & PRASARANA | [] SARANA & PRASARANA | | [T PE“;EBEE%VYAASAN M TATARUANG DAN
SEKSI SEKS! SEKSI SEKSI PENANGKAPAN IKAN PEMBUDIDAYAAN IKAN PEMBERDAYAAN KP3K
PANAS BUMI DAN [ GEOLOGI TATA WILAYAH] | T] [  KERJASAMA ANTAR it
it DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN LEMBAGA & PENGEMS.
POTENSI ESDM SEKS! SEKS! SEKSI SEKS!
U U PERBENIHAN U
PENGOLAHAN DAN SARANA PRASARANA KONSERVASI DAN
]
1 S 1 SEKS! 1 SEKSI i SEEY \ PEMASARAN HASIL D:Eii’;‘mgdm% PENGAWASAN REHABILITASI
RIEPERRRTS DATA DAN IFORMASI PEMANFAATAN ENERGI PENDIDIKAN DAN ] AN
GEOLOGI BARU PELATIHAN ‘ S A
UPTD

| UPTD l
) GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. . NUR ALAM
H. NUR ALAM




LAMPIRAN XIV

NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA
: 4 TAHUN 2008
:28JULI 2008

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
[ SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL | 1 1
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN
DAN PELAPORAN DAN UMUM PERLENGKAPAN
[ | I |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
INDUSTRI KEGIL INDUSTRI MENENGAH PERDAGANGAN PERDAGANGAN
DAN BESAR DALAM NEGERI LUAR NEGERI
T ] ] ]
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
INDUSTRI PANGAN INDUSTRI AGRO PENGEMBANGAN M PENGEMBANGAN
DAN SANDANG KIMIA PASAR & INFORMASI EKSPOR
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
INDUSTRI KiMIA DAN [ INDUSTRILOGAM, [ _ USAHADAGANG PEMBINAAN
BAHAN BANGUNAR MESIN, TEKSTIL DAN DAN PERLINDUNGAN MPOR
ANEKA KONSUMEN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
U INDUSTRILOGAM, u INDUSTRI ALAT U BINA USAHA DAN PROMOSI DAN
ELEKTRONIKA DAN TRANSPORTASI PENDAFTARAN KERJASAMA
KERAJINAN DAN TELEMATIKA PERUSAHAAN

UPTD

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H NUR ALAM

64

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL @ 28JULI 2008
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
[ " SEKRETARIAT l
KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL I L —1
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
PROGRAM DAN KEUANGAN DAN UMUM DAN
PELAPORAN PERLENGKAPAN KEPEGAWAIAN
[ [ I 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BUDAYA SENI SEJARAH, PURBAKALA & PENGEMBANGAN Bk
DAN FILM PENINGGALAN BAWAH AIR DESTINASI PARIWISATA
R R — —
SEKS! SEKS! SEKSI SEKSI
.- — -
PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA SEJARAH PRODUK DAN USAHA
PARIWISATA PASAR
SEKSI SEKSI SEKS! SEKSI
H H  PEMBERDAYAAN H
NILAI PENINGGALAN BAWAH NIASARAKAT AN PROMOS|
TRADISIONAL AIR DAN PURBAKALA SDM PARIWISATA
1 SEKSI SEKSI 1 SEKSI SEKSI
PERFILMAN MUSEUM STANDARISASI SARANA PROMOSI
PARIWISATA

UPTD

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H NUR ALAM




LAMPIRAN XVi : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 4 TAHUN 2008 BAGAN
TANGGAL 28 JULI 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPALA
KEPALA
{ SEKRETARIAT
{ SEKRETARIAT KELUMPUK JABAIAN I I .
FUNGSIONAL
pp—— 1 } I SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN
FUNGSIONAL SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG. KEPEGAWAIAN b
KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN | | PERLENGKAPAN UMUM
L1 [ [ I [ [ ]
[ T = [ I ] BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PROGRAM PAJAK RETRIBUSI PENDAPATAN PEMANFAATAN VERIFIKAS| DAN
PROGRAM PAJAK RETRIBUSI PENDAPATAN PEMANFAATAN VERIFIKASI DAN LAIN-LAIN ASET PENGAWASAN
LAIN-LAIN ASSET PENGAWASAN
T J | ]
N 1 1 1 1 1]
SEKSI SEKS! SEKS! SEKS! SEKSI SEKSI SEKs! SEKS! AR RE et SEKS!
H penvusunan | H penoataan | H PENETAPAN L penpataan, | H pencauna- | || EvaLuasioan i FENYUSUNAN FENDATAAN § 1 PENETARAN ] PENDATAAN, PENGGUNA- | (— EVALUASI DAN
PROGRAM & DENETARAN & PENAGIIAN PEMBUKUIAN USAHAAN VERIFIKAS PROGRAM & PENETAPAN & PENAGIHAN PEMBUKUAN USAHAAN VERIFIKASI
& PELAPORAN & PELAPORAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKS! PEN?}?‘:VS/: - SEKS! SEKSI SEKS! SEKSI SEKS! SEKS/
H INFORMASI H PENAGIHAN H EVALUASI DAN H SUMBANGAN | HPEMELIHARAAN| | - )
HUKUM s peLaporan| || PELAPORAN & PERIZINAN KEUANGAN, ¢ H meormast | H penaciean | Hevauasioan| | H sumeancan | Hpemelinaraan PENGAWASAN
& PER-UU  HATERL s HUKUM & PELAPORAN PELAPORAN & PERIZINAN DAN KEUANGAN,
ERSONIL | & PER.UU N EHAPUSR MATERIL
i & PERSONIL
L SEKS! SEKS! SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI ;
PENGKAJIAN | UPERTIMBANGA! L PENDATAAN & U penermaan | U evauasioan| U Tzﬁmfs'ﬁm . } SEKSI SEKSI SEKSI SEKS! SEKSI SEKSI
PENINGKATAN & KEBERATAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN ) - t
PENDAPATAN PEMUTAKHIRAN i 4 PENGKAJIAN UPERTIMBANGAN U] PENDATAAN & U PENERIMAAN PENYIMPANAN| L] PEMBINAAN
DATA i PENINGKATAN & KEBERATAN PENGENDALIAN & DISTRIBUSI TEK,’f'S ADM. &
PENDAPATAN PEMUTAKHIRAN
DATA
UPTD

UPTD l

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

H. NUR ALAM

66 67



